
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.1

E. PERIZINAN BERUSATIA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USATIA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN
No Nomenllatur PB UMKU Persyarataa Jangla Waktu

Pcacrbltan
Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

I
I. TEREDARAN PRODUK
I . *Ekspor Zat Radioaktif

o *lmpor Zat Radioaktif
1. Dokuinen teknis fasilitas

radiasi
2. Dokumen program

proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif

4. Dokumen bukti
kepemilikan dan/atau
penguasaan sumber
radiasi pengion

5. Dokumen sistem
manajemen

6. Jaminan hnansial untuk
pelaksanaan
penanganan limbah
radioaktif

7. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melakukan kegiatan impor
dan ekspor zat radioaktif
sesuai dengan PB UMKU yang
diterbitkan

2. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan keamanan zat
radioaktif dilakukan

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan dan
keamanan zat radioaktif

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

(*berlaku untuk seluruh
KBLi)

BAPETEN secara

SK No 148385 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

rr.E.2

ItIo Nomenklatur PB UMKU Persyaretan Jangla Waktu
Penerbitan

KewaJiban Masa Bcrlaku Parameter Kewenangaa

trt (21 t3) (41 tst (61 17t (8t
berkala setiap tahun
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

7. Menyampaikan rekapitulasi
impor dan ekspor zat
radioaktif kepada BAPETEN
secara berkala setiap 6 bulan
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

8. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

c . *Impor Pembangkit
Radiasi Pengion

o *Ekspor Pembangkit
Radiasi Pengion

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

2. Dokumen bukti
kepemilikan dan/atau
penguasaan sumber
radiasi pengion

3. Dokumen sistem
manajemen

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

l. Melakukan kegiatan impor
dan ekspor pembangkit
radiasi pengion sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan keamanan ?at
radioaktif dilakukan

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manaiemen

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148386 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.3

No Nomenkletur PB UMKU Persyaratan Jangka trIaktu
Penerbitan

KewaJiban Masa Berl,aku Parameter Kewcnangan

tlt 12t t3t t4t (st (61 t7t t8l
4. Memberikan akses kepada

BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verihkasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

7. Menyampaikan rekapitulasi
realisasi impor dan ekspor
kepada BAPETEN secara
berkala setiap 6 bulan
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

3 *Impor dan/atau
Pengalihan Barang
Konsumen yang
Mengandung Zat
Radioaktif

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

5 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melakukan kegiatan impor
dan/atau pengalihan barang
konsumen yang mengandung
zat radioaktif sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan proteksi dan
keselamatan radiasi sesuai

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148387 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.4

No Nomeaklatur PB UMKII Persyaratan Jangla trIektu
Penerbiten

Kewajiban Masa Berlaku Perameter Kewenangan

tlt t2t (31 t4t lst t6t t7t t8l
dokumen persyaratan PB
UMKU

3. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

4. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

5. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

6. Menyampaikan rekapitulasi
realisasi impor dan
pengalihan kepada BAPETEN
secara berkala setiap 6 bulan
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

7. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

4 *Ekspor Barang
Konsumen yang

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

5 Hari setelah
memenuhi

1. Melakukan kegiatan ekspor
barang konsumen yang

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148388 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

II.E.5

No IYomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangta Waktu
Penerbitan

KewaJiban Masa Berl,aku Paremeter Kcwcnangan

IU t2t t3t (4t tst (6t t7l t8t
Mengandung Zat
Radioaktif

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

mengandung zat radioaktif
sesuai dengan PB UMKU yang
diterbitkan

2. Melaksanakan proteksi dan
keselamatan radiasi sesuai
dokumen persyaratan PB
UMKU

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindalclanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verifrkasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

7. Menyampaikan rekapitulasi
realisasi ekspor kepada
BAPETEN secara berkala

SK No 148389 C



FRESIDEN
R,EFUBLIK INDONESIA

II.E.6

IYo Nomenklatur PB UMKU Persyarataa Jangla Waktu
Penerbitan

KewaJiban Masa Berleku Paremeter Kewenangan

(1t t2l t3t t4l tst t6l t7t (8t
setiap 6 bulan terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

8. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

5 o Ekspor Bahan Nuklir
untuk Menunjang
Kegiatan Instalasi
Nuklir

o Impor Bahan Nuklir
untuk Menunjang
Kegiatan Instalasi
Nuklir

o Pengalihan Bahan
Nuklir untuk
Menunjang Kegiatan
Instalasi Nuklir

1. Dokumen spesifikasi
teknis bahan nuklir

2. Program proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Prosedur yang terkait
dengan penanganan dan
pengangkutan bahan
nuklir

4. Dokumen rencana
proteksi fisik

5. Dokumen sistem
safeguards

6. Sertifikat kalibrasi alat
ukur proteksi radiasi

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Melakukan
ekspor/impor/ pengalihan bahan
nuklir dengan memenuhi
persyaratan keselamatan,
keamanan, dan garda-aman

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

II. KELAYAKAN OPERAST (Bl
6 Konstruksi Fasilitas

Produksi Radioisotop dan
Radiofarmaka yang

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan

Melaksanakan konstruksi
sesuai dengan dokumen
teknis fasilitas radiasi yang
telah disetuiui oleh BAPETEN

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148390 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

il.8.7

No I[omenllatur PB UMKU Persyaratan Jangla trIaktu
Pencrbitan

KewaJiban Masa Bcrlaku Paremeter Kewcnangan

t1t t2t (31 t4l tst (6t t7t t8t
Menunjang Layanan
Kedokteran Nuklir

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif

4. Dokumen program
komisioning

5. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

6. Dokumen sistem
manajemen

melakukan
pembayaran

2. Melaksanakan konstruksi
paling lambat 2 tahun
terhitung sejak PB UMKU
konstruksi diterbitkan

3. Melaksanakan ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan ketentuan
keamanan zat radioaktif

4. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Memastikan uji untuk
masing-masing struktur,
sistem, dan komponen

8. Memastikan uji terintegrasi
struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi pengion

SK No 148391 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.8

No Nomenklatur PB UMKU Pcrsyaratan Jangka Wahtu
Penerbitan

KewaJiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

IU t2t (3t t4t (st t6) t7t t8t
7 Operasi Fasilitas

Produksi Radioisotop dan
Radiofarmaka yang
Menunjang Layanan
Kedokteran Nuklir

1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

4. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

5. Dokumen program
perawatan

6. Dokumen program
dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

7. Jaminan finansial untuk
pelaksanaan
dekomisioning dan
penanganan limbah
radioaktif

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksanakan kegiatan dan
menghasilkan produk sesuai
dengan PB UMKU yang
diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

3. Melaksanakan ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan ketentuan
keamanan zat radioaktif

4. Memberikan akses kepada
BAPE"TEN un tuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verif,rkasi keselamatan dan

5 tahun Selurrh Menteri/Kepala Badan

SK No 148392 C



PRESIDEN
REFUBLIK !NDONESIA

II.E.9

No Nomenkletur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

tlt t2l (3t (41 tst t6t t7l tEt
8. Dokumen program

pengelolaan limbah
radioaktif

keamanan secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

8. Melakukan perawatan sesuai
dengan program perawatan

9. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

8 Dekomisioning Fasilitas
Produksi Radioisotop dan
Radiofarmaka yang
Menunjang Layanan
Kedokteran Nuklir

1. Dokumen program
dekomisioning yang
diperbarui sesuai dengan
kondisi terkini

2. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Pelaku Usaha menghentikan
kegiatannya secara tetap

2. Melaksanakan kegiatan
dekomisioning setelah PB
UMKU dekomisioning
diterbitkan

3. Melakukan penanganan
limbah radioaktif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisioning

4. Melaksanakan sistem
manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi pada saat proses
dekomisioning

Sampai
terbitnya

pernyataan
pembebasan

dari
pengawasan

Seluruh Menteri/Kepa-la Badan

SK No 148393 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.1O

No Nomenklatur PB UMKU Persyaretan Jangta Waktu
Penerbitan

Kewajiban Masa Berl,aku Parameter Kewenangan

til t2t t3t t4) tsl t6t t7l t8l
6. Menindaklanjuti

ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Melaporkan hasil pelaksanaan
dekomisioning kepada
BAPETEN

9 Pernyataan Pembebasan
Fasilitas Produksi
Radioisotop dan
Radiofarmaka yang
Menunjang Layanan
Kedokteran Nuklir

1. Laporan pelaksanaan
dekomisioning

2. Laporan pelaksanaan
sistem manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/Kepala Badan

10 Konstruksi Fasilitas
Produksi Radiofarmaka
yang Menunjang Layanan
Kedokteran Nuklir

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif

4. Dokumen program
komisioning

5. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksanakan konstruksi
sesuai dengan dokumen
teknis fasilitas radiasi yang
telah disetujui oleh BAPETEN

2. Melaksanakan konstruksi
paling lambat 2 tahun
terhitung sejak PB UMKU
konstruksi diterbitkan

3. Melaksanakan ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan ketentuan
keamanan zat radioaktif

5 tahun Seluruh Menteri/Kepa-la Badan

SK No 148394C



PRES!DEN
REPUELIK INDONESIA

II.E.11

Itto Nomcaklatur PB UMKU Persyeratan Jangka trIektu
Penerbiten

KewaJiban Masa Berl,alru Parameter Kewenangan

(11 t2l t3) t4t tst t6l t7l t8)
6. Dokumen sistem

manajemen
4. Melaksanakan ketentuan

yang tertuang dalam sistem
manajemen

5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Memastikan uji untuk
masing-masing struktur,
sistem, dan komponen

8. Memastikan uji terintegrasi
struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi penqion

11 Operasi Fasilitas
Produksi Radiofarmaka
yang Menunjang Layanan
Kedokteran Nuklir

1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksanakan kegiatan dan
menghasilkan produk sesuai
dengan PB UMKU yang
diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148395 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TT.E.T2

No Nomeaklatur PB IIMKU Persyaratan Jangka trIektu
Penerbiten

Kcwqiiban Masa Bcrl,aku Parameter Kewcnangan

tll t2l (3t (4t ts) (6) t7t 18t
3. Dokumen program

keamanan zat radioaktif
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

4. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

5. Dokumen program
perawatan

6. Dokumen program
dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

7. Jaminan finansial untuk
pelaksanaan
dekomisioning dan
penanganan limbah
radioaktif

8. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

3. Melaksanakan ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan ketentuan
keamanan zat radioaktif

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verihkasi keselamatan dan
keamanan secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

8. Melakukan perawatan sesuai
dengan program perawatan

9. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai

SK No 148396 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.13

No Nomenklatur PB UMKU Persyerataa Jangla Waktu
Pcncrbitan

KewaJiban Masa Berl,aku Parameter Kewenangan

(1t t2t t3t t4t tst l6t t7t t8t
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

t2 Dekomisioning Fasilitas
Produksi Radiofarmaka
yang Menunjang Layanan
Kedokteran Nuklir

1. Dokumen program
dekomisioning yang
diperbarui sesuai dengan
kondisi terkini

2. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

l. Pelaku Usaha menghentikan
kegiatannya secara tetap

2. Melaksanakan kegiatan
dekomisioning setelah PB
UMKU dekomisioning
diterbitkan

3. Melakukan penanganan
limbah radioaktif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisioning

4. Melaksanakan sistem
manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

5. Memberikan akses kepada
BAPE"TEN untuk melakukan
inspeksi pada saat proses
dekomisioning

6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Melaporkan hasil pelaksanaan
dekomisioning kepada
BAPETEN

Sampai
terbitnya

pernyataan
pembebasan

dari
pengawasan

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148397 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.14

IYo Nomenklatur PB IIMKU Persyaraten Jenglra Walrtu
Pencrbitan

KeweJiban Masa Bcrleku Perameter Kcwcnangen

tlt t2l t3l (4) tst t6) t7l t8t
13 Pernyataan Pembebasan

Fasilitas Produksi
Radiofarmaka yang
Menunjang Layanan
Kedokteran Nuklir

1. Laporan pelaksanaan
dekomisioning

2. Laporan pelaksanaan
sistem manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/Kepala Badan

t4 Konstruksi Fasilitas
Pengelolaan Limbah
Radioaktif

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif

4. Dokumen program
komisioning

5. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

6. Dokumen sistem
manajemen

90 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksanakan konstruksi
sesuai dengan dokumen
rencana teknis fasilitas
radiasi yang telah disetujui
oleh BAPETEN

2. Melaksanakan konstruksi
paling lambat 2 tahun
terhitung sejak PB UMKU
konstruksi diterbitkan

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148398 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.15

IIo Nomenklatur PB UMKU Persyaraten Jangka Wahtu
Penerbltan

KewaJiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

tlt t2l t3t 14t tsl l6t t7t t8t
6. Memastikan uji untuk

masing-masing struktur,
sistem, dan komponen

7. Memastikan uji terintegrasi
struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi pengion

15 Operasi Fasilitas
Pengelolaan Limbah
Radioaktif

1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

4. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

5. Dokumen program
perawatan

90 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148399 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.16

Ilo Nomenklatur PB IIMKI. Pcrsyaratan Jangka Walrtu
Penerbitan

Kcwqfiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

(1) t2l t3l t4t tst (6t t7l t8t
6. Dokumen program

dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

7. Jaminan hnansial untuk
pelaksanaan
keberlanjutan
pengelolaan limbah
radioaktif,
dekomisioning, dan
penanganan limbah
radioaktif

8. Program pengelolaan
limbah radioaktif

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan dan
keamanan secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

8. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

9. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
Iimbah radioaktif

16 Dekomisioning Fasilitas
Pengelolaan Limbah
Radioaktif

l. Dokumen program
dekomisioning yang
diperbarui sesuai dengan
kondisi terkini

2. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

90 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Pelaku Usaha menghentikan
kegiatannya secara tetap

2. Melaksanakan kegiatan
dekomisioning setelah PB
UMKU dekomisioning
diterbitkan

3. Melakukan penanganan
limbah radioaktif yans

Sampai
terbitnya

pernyataan
pembebasan

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148400 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IT.E.I7

No Nomenklatur PB UMKU Persyareten Jangke Waltu
Penerbitan

KewaJiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

IU t2l t3t t4l t5t t6l t7t t8l
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisioning

4. Melaksanakan sistem
manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi pada saat proses
dekomisioning

6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Melaporkan hasil pelaksanaan
dekomisioning kepada
BAPETEN

t7 Pernyataan Pembebasan
Fasilitas Pengelolaan
Limbah Radioaktif

1. Laporan pelaksanaan
dekomisioning

2. Laporan pelaksanaan
sistem manajemen

3O Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/Kepala Badan

18 Konstruksi Fasilitas
Produksi Barang
Konsumen yang
Mengandung Zat
Radioaktif

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksanakan konstruksi
sesuai dengan dokumen
rencana teknis fasilitas
radiasi yang telah disetujui
oleh BAPETEN

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148401 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.E.18

No ltomenkl,atur PB UMKU Persyaratan Jangke Elahu
Penerbitan

Kewajiban Masa Berl,aku Parameter Kewenangan

t1) t2t (3t t4l tsl (6) 171 t8t
3. Dokumen program

keamanan zat radioaktif
4. Dokumen program

komisioning
5. Dokumen program

pengelolaan limbah
radioaktif

6. Dokumen sistem
manajemen

2. Melaksanakan konstruksi
paling lambat 2 tahun
terhitung sejak PB UMKU
konstruksi diterbitkan

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Memastikan uji untuk
masing-masing struktur,
sistem, dan komponen

7. Memastikan uji terintegrasi
struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi penqion

19 Operasi Fasilitas
Produksi Barang
Konsumen yang
Mengandung Zat
Radioaktif

1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen program
proteksi dan

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembaYaran

1. Melaksanakan kegiatan dan
menghasilkan produk sesuai
dengan PB UMKU yang
diterbitkan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148402 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

II.E.19

IlIo Ilomenklatur PB IIMKU Persyaratan Janglre trIaktu
Penerbitan

KewaJiban Masa Berhku Parameter Kewenangan

(11 t2l t3l t4) (sl (61 17t (8t
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

4. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

5. Dokumen program
perawatan

6. Dokumen program
dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

7. Jaminan hnansial untuk
pelaksanaan
dekomisioning dan
penanganan limbah
radioaktif

8. Program pengelolaan
limbah radioaktif

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verifi kasi keselamatan dan
keamanan secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

SK No 148403 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

IT.E.2O

No Nomenklatur PB IIMKU Persyaratan Jangla trIaktu
Pencrbltan

KcwaJiban Masa Berl,aku Parameter Kewcaangan

t1) t2t (3t t4t tst t6t t7l (81

8. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

9. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

20 Dekomisioning Fasilitas
Produksi Barang
Konsumen yang
Mengandung Zat
Radioaktif

1. Dokumen program
dekomisioning yang
diperbarui sesuai dengan
kondisi terkini

2. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Pelaku Usaha menghentikan
kegiatannya secara tetap

2. Melaksanakan kegiatan
dekomisioning setelah PB
UMKU dekomisioning
diterbitkan

3. Melakukan penanganan
limbah radioaktif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisioning

4. Melaksanakan sistem
manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi pada saat proses
dekomisioning

6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil

Sampai
terbitnya

pernyataan
pembebasan

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148404 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

IT.E.2T

I{o Nomenklatur PB UMKU Persyaraten Jangka trIaktu
Penerbitan

Kewajiban Masa Berlatu Parameter Kewenangan

tlt t2l t3t t4t (st (6t 17t (8t
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Melaporkan hasil pelaksanaan
dekomisioning kepada
BAPETEN

2t Pernyataan Pembebasan
Fasilitas Produksi Barang
Konsumen yang
Mengandung Zat
Radioaktif

1. Laporan pelaksanaan
dekomisioning

2. Laporan pelaksanaan
sistem manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan akses kepada
BAPE"TEN untuk melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/Kepala Badan

cc Konstruksi Fasilitas
Kalibrasi yang
Menggunakan Sumber
Radiasi Pengion

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif

4. Dokumen program
komisioning

5. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

6. Dokumen sistem
manajemen

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksanakan konstruksi
sesuai dengan dokumen
teknis fasilitas radiasi yang
telah disetujui oleh BAPETEN

2. Melaksanakan konstruksi
paling lambat 2 tahun
terhitung sejak PB UMKU
konstruksi diterbitkan

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148405 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

|.8.22

No Nomenkletur PB IIMKU Persyaratan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangen

tl) t2l t3t t4) (st t6l t7t tEt
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Memastikan uji untuk
masing-masing struktur,
sistem, dan komponen

7. Memastikan uji terintegrasi
struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi pension

23 Operasi Fasilitas
Kalibrasi yang
Menggunakan Sumber
Radiasi Pengion

1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

4. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148406 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tr.E.23

No Nomenklatur PB UMKU Pcrsyaratan Jangta Waku
Penerbitan

Kewqiiban Masa Berlaku Parameter Kewcnengen

(U t3t (4t tst t6l 17l {8t
5. Dokumen program

perawatan
6. Dokumen program

dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

7. Jaminan linansial untuk
pelaksanaan
dekomisioning dan
penanganan limbah
radioaktif

8. Program pengelolaan
limbah radioaktif

inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verilikasi keselamatan dan
keamanan secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

8. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

9. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

24 Dekomisioning Fasilitas
Kalibrasi yang
Menggunakan Sumber
Radiasi Pengion

l. Dokumen program
dekomisioning yang
diperbarui sesuai dengan
kondisi terkini

2. Dokumen sistem
manaiemen yang

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

l. Pelaku Usaha menghentikan
kegiatannya secara tetap

2. Melaksanakan kegiatan
dekomisioning setelah PB
UMKU dekomisioning
diterbitkan

Sampai
terbitnya

pernyataan
pembebasan

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148407 C

t2l



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

rr.E.24

No Nomenklatur PB UMKII Persyaratan Jaugka trIalrtu
Penerbitan

KcwaJiban Masa Berleku Parameter Kewenangan

tlt (21 t3t {41 tst (6) t7l t8l
diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

3. Melakukan penanganan
limbah radioaktif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisioning

4. Melaksanakan sistem
manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi pada saat proses
dekomisioning

6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Melaporkan hasil pelaksanaan
dekomisioning kepada
BAPETEN

25 Pernyataan Pembebasan
Fasilitas Kalibrasi yang
Menggunakan Sumber
Radiasi Pengion

1. Laporan pelaksanaan
dekomisioning

2. Laporan pelaksanaan
sistem manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/Kepala Badan

26 Konstruksi Fasilitas
Kedokteran Nuklir Terapi

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan

1. Melaksanakan konstruksi
sesuai dengan dokumen

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148408 C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.25

No Nomenklatur PB UMKU Pcrsyaratan Jangka trIaktu
Pencrbitan

KewqJibaa Masa Berlaku Parameter Kewenangan

tl) t2l t3t t4t (st t6t t7t (8t
2. Dokumen program

proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif

4. Dokumen program
komisioning

5. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

6. Dokumen sistem
manajemen

melakukan
pembayaran

teknis fasilitas radiasi yang
telah disetujui oleh BAPETEN

2. Melaksanakan konstruksi
paling lambat 2 tahun
terhitung sejak PB UMKU
konstruksi diterbitkan

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Memastikan uji untuk
masing-masing struktur,
sistem, dan komponen

7. Memastikan uji terintegrasi
struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi pengion

27 Operasi Fasilitas
Kedokteran Nuklir Terapi

1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

30 Hari setelah
memenuhi

persvaratan dan

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148409 C



PRES!DEN
REFUBLIK INDONESIA

IT.E.26

No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangla Waktu
Pencrbiten

KewaJiban Masa Bertraku Perameter Kewenangan

l1l t2l (3t t4t (sl (6t t7t t8l
2. Dokumen program

proteksi dan
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

4. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

5. Dokumen program
perawatan

6. Dokumen program
dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

7. Jaminan hnansial untuk
pelaksanaan
dekomisioning dan
penanganan limbah
radioaktif

8. Program pengelolaan
limbah radioaktif

melakukan
pembayaran

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan dan
keamanan secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

7. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

8. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai

SK No 148410 C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

rr.E.27

IYo Itlomenklatur PB UMKU Persyaratan Jaagka Wattu
Penerbitan

Kewqiiban Masa Berlaku Paramcter Kewenangan

llt t2t t3l t4) ts) t6t t7t t8t
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

28 Dekomisioning Fasilitas
Kedokteran Nuklir Terapi

1. Dokumen program
dekomisioning yang
diperbarui sesuai dengan
kondisi terkini

2. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Pelaku Usaha menghentikan
kegiatannya secara tetap

2. Melaksanakan kegiatan
dekomisioning setelah PB
UMKU dekomisioning
diterbitkan

3. Melakukan penanganan
limbah radioaktif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisioning

4. Melaksanakan sistem
manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi pada saat proses
dekomisioning

6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Melaporkan hasil pelaksanaan
dekomisioning kepada
BAPETEN

Sampai
terbitnya

pernyataan
pembebasan

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 14841I C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

1.8.28

No Ilomenkletur PB UMKU Persyaratan Jangla Waktu
Penerbiten

Kewqfibaa Masa Berhku Paremeter Kcwenangan

(1t 121 (3) (4t (st l6l t7l t8t
29 Pernyataan Pembebasan

Fasilitas Kedokteran
Nuklir Terapi

1. Laporan pelaksanaan
dekomisioning

2. Laporan pelaksanaan
sistem manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/Kepala Badan

30 Konstruksi Fasilitas
Kedokteran Nuklir
Diagnostik In Viuo

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif

4. Dokumen program
komisioning

5. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

6. Dokumen sistem
manajemen

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksanakan konstruksi
sesuai dengan dokumen
teknis fasilitas radiasi yang
telah disetujui oleh BAPE*|EN

2. Melaksanakan konstruksi
paling lambat 2 tahun
terhitung sejak PB UMKU
konstruksi diterbitkan

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPE-TEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Memastikan uji untuk
masing-masing struktur,
sistem, dan komponen

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148412 C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

TT.E.29

lYo Nomenklatur PB IIMKU Persyaratan Jangta trIektu
Penerbitau

Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

(11 t2t (31 (4t (s) t6t t7t t8t
7. Memastikan uji terintegrasi

struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi pengion

31 Operasi Fasilitas
Kedokteran Nuklir
Diagnostik In Viuo

1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

4. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

5. Dokumen program
perawatan

6. Dokumen program
dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dan ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verihkasi keselamatan dan
keamanan secara berkala

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148413 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.30

No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Slaktu
Penerbitan

Kewajiban Masa Berl,aku Parameter Kewenangan

tlt t2t (31 t4t tsl t6t t7l (8t
7. Jaminan finansial untuk

pelaksanaan
dekomisioning dan
penanganan limbah
radioaktif

8. Program pengelolaan
limbah radioaktif

setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

7. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

8. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

32 Dekomisioning Fasilitas
Kedokteran Nuklir
Diagnostik In Viuo

1. Dokumen program
dekomisioning yang
diperbarui sesuai dengan
kondisi terkini

2. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

l. Pelaku Usaha menghentikan
kegiatannya secara tetap

2. Melaksanakan kegiatan
dekomisioning setelah PB
UMKU dekomisioning
diterbitkan

3. Melakukan penanganan
limbah radioaktif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisioning

4. Melaksanakan sistem
manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi pada saat proses
dekomisioning

Sampai
terbitnya

pernyataan
pembebasan

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148414 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.E.31

lYo ltomenklatur PB UMKU Persyareten Jangka trIaktu
Penerbitan

Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewcnangan

(1) t2l (3t (4) (sl t6t t7t (8t
6. Menindaklanjuti

ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Melaporkan hasil pelaksanaan
dekomisioning kepada
BAPETEN

33 Pernyataan Pembebasan
Fasilitas Kedokteran
Nuklir Diagnostik In Viuo

1. Laporan pelaksanaan
dekomisioning

2. Laporan pelaksanaan
sistem manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/Kepala Badan

34 Konstruksi Fasilitas
Radioterapi

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif

4. Dokumen program
komisioning

5. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

6. Dokumen sistem
manaiemen

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksanakan konstruksi
sesuai dengan dokumen
teknis fasilitas radiasi yang
telah disetujui oleh BAPETEN

2. Melaksanakan konstruksi
paling lambat 2 tahun
terhitung sejak PB UMKU
konstruksi diterbitkan

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148415 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.32

No IYomenklatur PB UMKU Persyaratan Jaagla trIaktu
Penerbiten

Kewajiben Masa Berlaku Paremeter Keweaangen

tll t2t t3l t4t tst (6t t7t (8t
5. Menindaklanjuti

ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Memastikan uji untuk
masin g-masing struktur,
sistem, dan komponen

7. Memastikan uji terintegrasi
struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi pension

35 Operasi Fasilitas
Radioterapi

1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

4. Dokumen sistem
manajemen yang

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dan ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148416C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.33

No Nomenklatur PB UMKII Persyaratan Jangka Waktu
Penerbltan

Kcwqiiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

llt t2t (3t (4t tst (6t t7t (8t
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

5. Dokumen program
perawatan

6. Dokumen program
dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

7. Jaminan finansial untuk
pelaksanaan
dekomisioning dan
penanganan limbah
radioaktif

8. Program pengelolaan
Iimbah radioaktif

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verilikasi keselamatan dan
keamanan secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

8. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

9. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

36 Dekomisioning Fasilitas
Radioterapi

1. Dokumen program
dekomisioning yang
diperbarui sesuai dengan
kondisi terkini

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Pelaku Usaha menghentikan
kegiatannya secara tetap

2. Melaksanakan kegiatan
dekomisioning setelah PB

Sampai
terbitnya

pernyataan
pembebasan

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148417 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.34

ItIo Nomenklatur PB IIMKU Persyaratan Jangka Walrtu
Penerbitsn

Kewajiben Masa Bcrlaku Parameter Kewenangan

lll 121 (3) t4l (st t6t t7t (8t
2. Dokumen sistem

manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

UMKU dekomisioning
diterbitkan

3. Melakukan penanganan
limbah radioaktif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisioning

4. Melaksanakan sistem
manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi pada saat proses
dekomisioning

6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Melaporkan hasil pelaksanaan
dekomisioning kepada
BAPETEN

37 Pernyataan Pembebasan
Fasilitas Radioterapi

I. L,aporan pelaksanaan
dekomisioning

2. Laporan pelaksanaan
sistem manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan

pembayaran

Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148418 C



PRES!DEN
REPUELIK INDONESIA

II.E.35

I[o Nomenklatur PB IIMKII Persyaratan Jangka trIaktu
Penerbitan

KewaJiben Masa Berlaku Parameter Kcwcnangan

(1) t2l t3t t4l tst l6l t7t (81

38 a *Konstruksi Fasilitas
Iradiator Kategori II
Menggunakan
Sumber Radioaktif
sebagai Penunjang
Kegiatan Utama
*Konstruksi Fasilitas
Iradiator Kategori III
Menggunakan
Sumber Radioaktif
sebagai Penunjang
Kegiatan Utama

a

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif

4. Dokumen program
komisioning

5. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

6. Dokumen sistem
manajemen

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksanakan konstruksi
sesuai dengan dokumen
rencana teknis fasilitas
radiasi yang telah disetujui
oleh BAPETEN

2. Melaksanakan konstruksi
paling lambat 2 tahun
terhitung sejak PB UMKU
konstruksi diterbitkan

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Memastikan uji untuk
masing-masing struktur,
sistem, dan komponen

7. Memastikan uji terintegrasi
struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi pengion

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148419 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONEgIA

II.E.36

IYo lYomenklatur PB IIMKU Persyaretan Jangla Waktu
Pencrbitan

Kewajiban Masa Berlaku Parametcr Kcwenangan

{1t t2t (3t t4t t5) t6t t7t (8t
39 O *Operasi Fasilitas

Iradiator Kategori II
Menggunakan
Sumber Radioaktif
sebagai Penunjang
Kegiatan Utama
*Operasi Fasilitas
Iradiator Kategori III
Menggunakan
Sumber Radioaktif
sebagai Penunjang
Kegiatan Utama

a

(*berlaku untuk seluruh
KBLD

1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

4. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

5. Dokumen program
perawatan

6. Dokumen program
dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

7. Jaminan finansial untuk
pelaksanaan
dekomisioning dan
penanganan limbah
radioaktif

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dan ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan dan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148420 C



PR.ESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

II.E.37

IYo Nomenklatur PB IIMKU Persyaratan Jaagla trIaktu
Pcncrbltaa

KewaJiban Masa Berleku Parameter Kewenangan

t1t t2l 13t t4t tst t6t t7t t8t
8. Dokumen program

pengelolaan limbah
radioaktif

keamanan kepada BAPETEN' secara berkala setiap tahun
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

8. Melakukan perawatan sesuai
dengan program perawatan

9. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

40 a *Dekomisioning
Fasilitas Iradiator
Kategori II
Menggunakan
Sumber Radioaktif
sebagai Penunjang
Kegiatan Utama
*Dekomisioning
Fasilitas Iradiator
Kategori III
Menggunakan
Sumber Radioaktif
sebagai Penunjang
Kegiatan Utama

a

l. Dokumen program
dekomisioning yang
diperbarui sesuai dengan
kondisi terkini

2. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Pelaku Usaha menghentikan
kegiatannya secara tetap

2. Melaksanakan kegiatan
dekomisioning setelah PB
UMKU dekomisioning
diterbitkan

3. Melakukan penanganan
limbah radioaktif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisioning

4. Melaksanakan sistem
manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan

Sampai
terbitnya

pernyataan
pembebasan

Seluruh Menteri/Kepa-la Badan

SK No 148421C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.38

No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban Masa Berl,aku Parameter Kewenangan

(1t t2t (3t t4) (sl t6t t7t {8t
(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

inspeksi pada saat proses
dekomisioning

6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Melaporkan hasil pelaksanaan
dekomisioning kepada
BAPETEN

4l a *Pernyataan
Pembebasan Fasilitas
Iradiator Kategori II
Menggunakan
Sumber Radioaktif
sebagai Penunjang
Kegiatan Utama
*Pernyataan
Pembebasan Fasilitas
Iradiator Kategori III
Menggunakan
Sumber Radioaktif
sebagai Penunjang
Kegiatan Utama

a

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Laporan pelaksanaan
dekomisioning

2. Laporan pelaksanaan
sistem manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148422 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.39

ITo I[omenkletur PB UMKU Persyarataa Jangka Walrtu
Penerbitan

Kewejiban Masa Berlaku Parameter Kewcnaagan

t1l t2l t3t t4t tst t6t 17t l8t
42 *Konstruksi Fasilitas

Iradiator Kategori II
Menggunakan
Pembangkit Radiasi
Pengion sebagai
Penunjang Kegiatan
Utama

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1 Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
komisioning

4. Dokumen sistem
manajemen

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

l. Melaksanakan konstruksi
sesuai dengan dokumen
rencana teknis fasilitas
radiasi yang telah disetujui
oleh BAPETEN

2. Melaksanakan konstruksi
paling lambat 2 tahun
terhitung sejak PB UMKU
konstruksi diterbitkan

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Memastikan uji untuk
masing-masing struktur,
sistem, dan komponen

7. Memastikan uji terintegrasi
struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi pengion

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148423 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.40

No Nomenllatur PB UMKU Pcrsyaratan Jengta Welrtu
Pcncrbitan

Kewqilban Masa Bertralu Parameter Kewcnangan

tlt 12t t3t t4t (st t6t t7l t8t
43 *Operasi Fasilitas

Iradiator Kategori II
Menggunakan
Pembangkit Radiasi
Pengion sebagai
Penunjang Kegiatan
Utama

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

3. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

4. Dokumen program
perawatan

5. Dokumen program
dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dilakukan

4. Memberikan akses
kepada BAPETEN untuk
melakukan inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

7. Melakukan perawatan sesuai
dengan program perawatan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

44 *Dekomisioning Fasilitas
Iradiator Kategori II

1. Dokumen program
dekomisioning yanq

30 Hari setelah
memenuhi

1. Pelaku Usaha menghentikan
kegiatannya secara tetap

Sampai
terbitnya

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148424 C



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

II.E.41

No Itlomentlatur PB IffiKU Persyaratan JengLa Weltu
Penerbitrn

Kewqfiban Mesa Berl,aku Parameter Kewenangan

(11 t2l t3t t4t ts) t6) t7t t8l
Menggunakan
Pembangkit Radiasi
Pengion sebagai
Penunjang Kegiatan
Utama

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

diperbarui sesuai dengan
kondisi terkini

2. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

2. Melaksanakan kegiatan
dekomisioning setelah PB
UMKU dekomisioning
diterbitkan

3. Melakukan penanganan
limbah radioaktif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisioning

4. Melaksanakan sistem
manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi pada saat proses
dekomisioning

6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Melaporkan hasil pelaksanaan
dekomisioning kepada
BAPETEN

pernyataan
pembebasan

45 *Pernyataan Pembebasan
Fasilitas Iradiator
Kategori II Menggunakan
Pembangkit Radiasi

1. Laporan pelaksanaan
dekomisioning

2. Laporan pelaksanaan
sistem manaiemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan

Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148425 C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

TI.E.42

Ilo IYomenklatur PB UMKII Persyaratan Jangla Waktu
Penerbltan

Kewajiban Masa Bcrlaku Parameter Kewenengan

(1) t2l (3t t4t tst t6l t7t t8t
Pengion sebagai
Penunjang Kegiatan
Utama

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

melakukan
pembayaran

46 Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion untuk
Tujuan Pendidikan,
Penelitian, dan/atau
Pelatihan

1. Dokumen hasil
justihkasi penggunaan
sumber radiasi pengion
dalam penelitian dan
pengembangan

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
dan/atau dokumen
program keamanan zat
radioaktif

3. Dokumen sistem
manajemen

4. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

5. Dokumen rencana teknis
fasilitas

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan

pembayaran

1. Melaksanakan kegiatan
penelitian dan pengembangan
sesuai dengan PB UMKU yang
diterbitkan

2. Melaksanakan program
proteksi dan keselamatan
radiasi dan/atau program
keamanan zat radioaktif

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148426 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.E.43

No Nomcnklatur PB IIMKL Persyaraten Jangka Waktu
Penerbitan

Kewqilban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

tlt t2l l3) t4t tst t6t t7t (8t
6. Dokumen program

perawatan
7. Dalarn hal kegiatan

pemanfaatan sumber
radiasi pengion untuk
tujuan pendidikan,
penelitian, dan/atau
pelatihan menggunakan
zat radioaktif kategori I,
II, dan III, Pelaku Usaha
melampirkan jaminan
finansial untuk
pelaksanaan
penanganan limbah
radioaktif

6. Dalam hal kegiatan
pemanfaatan sumber radiasi
pengion untuk tujuan
pendidikan, penelitian,
dan/atau pelatihan
menggunak an ?at radioaktif
kategori I, II, dan III, Pelaku
Usaha melakukan tindakan
yang diperlukan untuk
mencegah pemindahan tidak
sah, pencurian, dan sabotase
zat radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan
dan/atau keamanan secara
berkala setiap tahun
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

8. Dalam hal kegiatan
pemanfaatan sumber radiasi
pengion untuk tujuan
pendidikan, penelitian,
dan/atau pelatihan
men ggu nak an ?at radioaktif,
Pelaku Usaha melakukan
penqelolaan limbah radioaktif

SK No 148427 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

IT.E.44

No Nomeaklatur PB IIMKU Pcrsyaratan Jangla trIaktu
Penerbitan

Kcwqiiban Masa Berlaku Peramcter Kewenangan

tlt t2l (3) (41 tsl (6) t7l t8t
sesuai dengan program
pengelolaan limbah

47 Fasilitas lradiator
Kategori I Menggunakan
Sumber Radioaktif
sebagai Penunjang
Kegiatan Utama

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
keamanan zat r adioaktif

4. Dokumen sistem
manajemen

5. Dokumen program
perawatan

6. Jaminan finansial untuk
pelaksanaan
penanganan limbah
radioaktif

7. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dan ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148428 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

II.E.45

I{o Nomentlatur PB IrMKL Pcrsyareten JengLa Waktu
Penerbitan

KewaJiban Masa Berlaku Parameter Kcwenangan

tlt t2t t3t (4t (st (6t t7t t8t
7. Menyampaikan laporan

verifikasi keselamatan dan
keamanan secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

8. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

9. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

48 a *Uji Tak Rusak
Menggunakan
Sumber Radiasi
Pengion Terpasang
Tetap
*Uji Tak Rusak
Menggunakan
Sumber Radiasi
Pengion Mobile atau
Portable

a

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
dan/atau dokumen
program keamanan zat
radioaktif

3. Dokumen sistem
manajemen

4. Dokumen program
perawatan

5. Dalam hal kegiatan uji
tak rusak mengzunakan

1O Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dan/atau ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148429 C



PR.ESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

II.E.46

No I[omenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka trIaktu
Penerbitan

Kewqfiban Masa Bcrlaku Parameter Keweaangan

(1t t2t (3t t4t (sl l6t t7t (8)
sumber radioaktif,
Pelaku Usaha
melampirkan:
a. Jaminan finansial

untuk pelaksanaan
penanganan limbah
radioaktif

b. Program pengelolaan
limbah radioaktif

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Dalam hal kegiatan uji tak
nrsak menggunakan sumber
radioaktif, Pelaku Usaha
melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan
dan/atau keamanan secara
berkala setiap tahun
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

8. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

9. Dalam hal kegiatan uji tak
rusak menggunakan sumber
radioaktif, Pelaku Usaha
melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai

SK No 148430 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

IT.E.47

No Itlomenklatur PB IIMKU Persyaraten Jangla Walrtu
Penerbltan

KewaJiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

t1l t2l t3t t4t t5l t6l t7l t8t
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

49 Fasilitas Iradiator
Kategori I Menggunakan
Pembangkit Radiasi
Pengion sebagai
Penunjang Kegiatan
Utama

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen sistem
manajemen

4. Dokumen program
perawatan

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

7. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148431C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONE5IA

II.E.48

IIo Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka trIaktu
Pcnerbitan

Kcwqiiban Masa Berhku Parameter Kewenangan

tlt t2t (31 (4t (st (61 t7l t8t
50 *Perekaman Data Dalam

Sumur Pengeboran (Well
Logging)

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif

4. Dokumen sistem
manajemen

5. Dokumen program
perawatan

6. Jaminan finansial untuk
pelaksanaan
penanganan limbah
radioaktif

7. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diberikan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dan ketentuan
keamanan zat r adio aktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan dan
keamanan secara berkala

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148432 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.E.49

No Nomenklatur PB UMKU Pcrsyaratan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewqfiban Masa Berl,aku Perameter Kewenangan

(1t t2l (3t t4t (st t6t t7t (81

setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

8. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

9. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

51 *Pengukuran (Gauging)

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
dan/atau dokumen
program keamanan zat
radioaktif

3. Dokumen sistem
manajemen

4. Dokumen program
perawatan

5. Dalam hal kegiatan
pengukuran (Gauging)
menggunakan sumber
radioaktif, Pelaku Usaha
melampirkan program

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dan/atau ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148433C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.E.50

I{o Nomenklatur PB IIMKII Persyeratan Jangla Walrtu
Peaerbltan

KewaJiban Masa Berlaku Perameter Kewenangan

tlt t2l (3t t4t tst t6t t7t t8t
pengelolaan limbah
radioaktif

inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Dalam hal kegiatan
pengukuran (Gauging)
menggunakan sumber
radioaktif, Pelaku Usaha
melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verihkasi keselamatan
dan/atau keamanan secara
berkala setiap tahun
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

8. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

9. Dalam hal kegiatan
pengukuran (Gauging)
menggunakan sumber
radioaktif, Pelaku Usaha
melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai

SK No 148434C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.E.51

No Nomenllatur PB IrlUKt Persyaratan Jangke Wahtu
Penerbitan

Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

(1t t2l t3l (4t (st (6t t7t (81

dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

52 *Pemeriksaan Unjuk
Kerja Peralatan dengan
Zat Radioaktif

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

2. Dokumen sistem
manajemen

5 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam prosedur
penggunaan sumber radiasi
pengion

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verihkasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148435 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONE3IA

II.E.52

No Nomenllatur PB UMKU Pcrsyaratan Jengka Wektu
Penerbitan

KewaJiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

(rt t2l t3l (4t ts) t6t 17t t8t
53 *Analisis Menggunakan

Sumber Radiasi Pengion

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

l Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

2. Dokumen sistem
manajemen

5 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam prosedur
penggunaan sumber radiasi
pengion

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verifi kasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

54 Pemindai Bagasi atau
Barang ta.innya
Menggunakan Sumber
Radiasi Pension

1. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
dan/atau dokumen

5 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148436C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.E.53

No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Walrtu
Pencrbltsn

KewaJiban Maea Berl,qku Paramcter Kewenangen

(U t2l t3t (41 tsl t6l t7t t8t
program keamanan zat
radioaktif

2. Dokumen program
perawatan

3. Dokumen sistem
manajemen

4. Dalam hal kegiatan
pemindai bagasi atau
barang lainnya
menggunakan sumber
radioaktif, Pelaku Usaha
melampirkan program
pengelolaan limbah
radioaktif

melakukan
pembayaran

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dan/atau ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Dalam hal kegiatan pemindai
bagasi atau barang lainnya
menggunakan sumber
radioaktif, Pelaku Usaha
melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan

SK No 148437 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.54

No Nomenklatur PB UMKII Persyaratan JangLa Waktu
Penerbitan

KcwaJlban Masa Berl,aku Parameter Kewenangan

(U t2l (3t (4t (st (61 t7t t8t
dan/atau keamanan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

8. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

9. Dalam hal kegiatan pemindai
bagasi atau barang lainnya
menggunakan sumber
radioaktif, Pelaku Usaha
melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

55 *Fasilitas Penyimpanan
Sumber Radioaktif untuk
Menunjang Kegiatan
Utama

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
keamanan zat radioaktif

4. Dokumen bukti
kepemilikan dan/atau
penguasaan sumber
radiasi pension

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

l. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dan ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148438 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

II.E.55

IYo Nomenklatur PB IIMKU Persyaratan Jangka Waktu
Penerbltan

KewaJiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

tll t2t (3t t4t tsl (6t t7l (8t
5. Dokumen sistem

manajemen
6. Dokumen program

perawatan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan dan
keamanan secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

8. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

56 *Penyimpanan Sementara
Zat Radioaktif

("berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

l0 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manaiemen

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148439 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.56

No Nomenklatur PB IIMKU Persyaratan Jangla Waktu
Penerbitan

KcwaJiban Masa Berl,aku Paramcter Kewenangan

(U t2t (31 (41 tst (6t t7t t8t
3. Dokumen program

keamanan zat radioaktif
4. Dokumen sistem

manajemen
5. Program pengelolaan

limbah radioaktif

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dan ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verihkasi keselamatan dan
keamanan secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

8. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
Iimbah radioaktif

SK No 148440C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.57

No Nomentlatur PB IrMKI. Persyaratan Jangla Waktu
Penerbiten

KcwaJiban Masa Berlelru Parameter Kewenangan

(11 t2l (3t t4t tsl t6t t7t (8t
57 *Penyimpanan Sementara

Pembangkit Radiasi
Pengion

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Prosedur penggunaan
sumber radiasi pengion

2. Data teknis fasilitas
radiasi

5 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam prosedur
penggunaan sumber radiasi
pengion

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

UI. STANDARDISASI PRODUK/JASA (CI
58 Radiologi Diagnostik

dan /atau Intervensional
l. Dokumen teknis fasilitas

radiasi
10 Hari setelah

memenuhi
persyaratan dan

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 1484,41 C



PRESIDEN
R,EPUELIK INDONESI,A

II.E.58

No I[omenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Elaktu
Penerbitan

KeweJiban Masa Bcrlaku Parameter Kewenangan

(11 t2l t3t (4t (5t t6l t7l t8t
2. Dokumen program

proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen sistem
manajemen

4. Dokumen program
perawatan

melakukan
pembayaran

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

7. Melakukan perawatan sesuai
dengan proqram perawatan

59 Pemeriksaan Nonmedik
pada Manusia dengan
Pembangkit Radiasi
Pengion

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manaiemen

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148442 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

II.E.59

IIo Nomenklatur PB UMKU Pcrsyaraten Jangka Wektu
Penerbitan

Kewqiiban Mase Berl,aku Parameter Kcwcnangan

tlt t2t t3t t4t ts) t6l t7t t8t
3. Dokumen sistem

manajemen
4. Dokumen program

perawatan

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verihkasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

7. Melakukan perawatan sesuai
dengan program perawatan

60 Radiologi Diagnostik
untuk Pengukuran
Densitas Tulang
dan/atau Pesawat Gigi
Intra Oral

1. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

2. Dokumen sistem
manajemen

5 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

l. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam prosedur
penggunaan sumber radiasi
pengion

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148443 C



PRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA

II.E.60

No Nomenlletur PB IIMKU Persyaratan Jangke Welrtu
Penerbitan

Kewqflban Mese Berhlru Pararnetcr Kewenaagan

{il t2t t3) (4t (st t6t t7t (81

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berka-la
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

IV. I(ELANCARAN KDGIATAN USAIIA IDI
61 Penanda dan/atau

Perunut Menggunakan
Zat Radioaktif

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen sistem
manajemen

4. Dokumen program
perawatan

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan keamanan zat
radioaktif dilakukan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 148444 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

II.E.61

No Itomenklatur PB UMKI Persyaratan Jangla trIalrtu
Penerbitan

Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

t1t t2t (3t (4t (st (6t t7l t8t
4. Memberikan akses kepada

BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan secara
berkala setiap tahun
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

7. Melaksanakan perawatan
sesuai dengan program
perawatan

62 Konstruksi Fasilitas
Pemeriksaan Peti Kemas
Menggunakan Sumber
Radiasi Pengion

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
dan/atau dokumen
program keamanan zat
radioaktif

3. Dokumen program
komisioning

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksanakan konstruksi
sesuai dengan dokumen
rencana teknis fasilitas
radiasi yang telah disetujui
oleh BAPETEN

2. Melaksanakan konstruksi
paling lambat 2 tahun
terhitung sejak PB UMKU
konstruksi diterbitkan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TT.E.62

No Nomenklatur PB IIIUKI. Persyaratan JangLa trIahtu
Penerbitan

KeweJiban Masa Berlaku Paramctcr Keweaangan

t1t t2t t3t 14t tst (6t t7t (8t
4. Dokumen program

pengelolaan limbah
radioaktif untuk fasilitas
pemeriksaan peti kemas
yang menggunakan
sumber radioaktif

5. Dokumen sistem
manajemen

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Memastikan uji untuk
masing-masing struktur,
sistem, dan komponen

7. Memastikan uji terintegrasi
struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi pengion

63 Operasi Fasilitas
Pemeriksaan Peti Kemas
Menggunakan Sumber
Radiasi Pengion

1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi
dan/atau dokumen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.63

No Nomenklatur PB UMKU Persyeratan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewqiiban Masa Berlaku Paremeter Kewcnangan

trl t3t t4t tst t6t t7t (81

program keamananzat
radioaktif yang
diperbaharui sesuai
dengan tahap operasi

3. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

4. Dokumen program
perawatan

5. Dokumen program
dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

6. Jaminan finansial untuk
pelaksanaan
dekomisioning dan
penanganan limbah
radioaktif untuk fasilitas
pemeriksaan peti kemas
menggunakan sumber
radioaktif

7. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif untuk fasilitas
pemeriksaan peti kemas

radiasi dan/atau keamanan
zat radioaktif dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verifikasi
keselamatan dan/atau
keamanan kepada BAPETEN
secara berkala setiap tahun
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

8. Melakukan perawatan sesuai
dengan program perawatan

9. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan

SK No 148M7 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.64

No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Slaktu
Penerbitan

KewaJiban Masa Bertraku Paramcter Keweaangan

lll t2t t3t t4t (5t t6t t7l t8)
menggunakan sumber
radioaktif

limbah radioaktif untuk
fasilitas pemeriksaan peti
kemas menggunakan sumber
radioaktif

64 Dekomisioning Fasilitas
Pemeriksaan Peti Kemas
Menggunakan Sumber
Radiasi Pengion

1. Dokumen program
dekomisioning yang
diperbarui sesuai dengan
kondisi terkini

2. Dokumen sistem
manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Pelaku Usaha menghentikan
kegiatannya secara tetap

2. Melaksanakan kegiatan
dekomisioning setelah PB
UMKU dekomisioning
diterbitkan

3. Melakukan penanganan
limbah radioaktif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisionin g untuk fasilitas
pemeriksaan peti kemas
menggunakan sumber
radioaktif

4. Melaksanakan sistem
manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

5. Memberikan akses kepada
BAPE"TEN untuk melakukan
inspeksi pada saat proses
dekomisioning

6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil

Sampai
terbitnya

pernyataan
pembebasan

Seluruh Menteri/Kepala Badan
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FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.65

No Nomenklatur PB IIMKU Pcrsyaratan Jangka Wahu
Penerbitan

KewaJiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan

tll t2t t3t (4t tst t6t t7t t8l
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Melaporkan hasil pelaksanaan
dekomisioning kepada
BAPETEN

65 Pernyataan Pembebasan
Fasilitas Pemeriksaan
Peti Kemas Menggunakan
Sumber Radiasi Pengion

1. Laporan pelaksanaan
dekomisioning

2.Laporan pelaksanaan
sistem manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/Kepala Badan

66 Kedokteran Nuklir
Diagnostik In Vitro

1. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

2. Dokumen sistem
manajemen

5 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memastikan bahwa kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam prosedur
penggunaan sumber radiasi
pengion

3. Memastikan bahwa ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi dilakukan

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan
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FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.66

No I[omenklatur PB IIMI(I Pereyaratan Jangka trIaktu
Penerbitan

Kewejiban Masa Bcrlaku Paremeter Kewenangan

lll t2l t3t (4t (s) (6t t7t t8l
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

67 Penyimpanan Mineral
Ikutan Radioaktif sebagai
Penunjang Kegiatan
Utama

1. Dokumen spesihkasi
mineral ikutan radioaktif

2. Program proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen rencana
proteksi hsik dan sistem
garda-aman

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memenuhi aspek:
a. teknis keselamatan; dan
b. teknis keamanan

2. Memutakhirkan dokumen
yang disyaratkan sebagai
persyaratan teknis

3. Menerapkan budaya
keselamatan dan keamanan

4. Pemegang PB UMKU
Penyimpanan Mineral Ikutan
Radioaktif dapat melakukan:
a. pengolahan;
b. pemanfaatan; dan/atau
c. pengalihan

5. Pemegang PB UMKU
Penyimpanan Mineral Ikutan
Radioaktif dapat memilih
untuk:

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

TI.E.67

ITo Nomenllatur PB UMKU Persyareten Jengka Waktu
Penerbitaa

KewaJiban Masa Berleku Parameter Kewenangen

tll t2t t3t t4l {st t6l t7l (8t
a. mengolah mineral ikutan

radioaktif untuk diambil
uranium dan toriumnya;
atau

b. mengolah mineral ikutan
radioaktif untuk diambil
unsur selain uranium dan
toriumnya

6. Dalam melakukan pengolahan
mineral ikutan radioaktif,
pemegang PB UMKU
Penyimpanan Mineral Ikutan
Radioaktif wajib memiliki PB
Pengolahan Mineral Ikutan
Radioaktif di Luar Wilayah
Penugasan Penambangan
Mineral Radioaktif (WPPMR)

7. Apabila mineral ikutan
radioaktif akan dimanfaatkan
untuk kegiatan lain,
pemegang PB UMKU
Penyimpanan Mineral Ikutan
Radioaktif wajib mengajukan
persetujuan kepada BAPETEN

8. Apabila:

SK No 148451 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.68

No Nomcnllatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu
Penerbitan

Kcwqilban Mase Berleku Paramcter Kcwcnangan

tU t2t (3t (4) tst t6l 17t (81

a. PB kegiatan utama habis
masa berlakunya;

b. badan hukum/usaha
pemegang PB bubar;

c. badan hukum/usaha
pemegang PB pailit
berdasar putusan
pengadilan yang telah in
kracht; atau

d. fasilitas penyimpanan
sudah tidak dapat
menarnpung mineral
ikutan radioaktif,

pemegang PB UMKU tanpa
menunggu PB UMKU
Penyimpanan Mineral Ikutan
Radioaktif berakhir, haru s:
a. mengalihkan mineral

ikutan radioaktif ke pihak
lain untuk pengolahan,
pemanfaatan, atau
penyimpanan; atau

b. mengalihkan mineral
ikutan radioaktif ke pihak
lain untuk pembuangan

SK No 148452C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.69

No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan JangLa Waktu
Pencrbitan

KewaJlban Masa Berl,aku Parameter Kcwcnangan

tlt tzl t3t 14t t5t l6t t7t t8l
permanen,

pengalihan mineral ikutan
radioaktif ke pihak lain wajib
memperoleh persetujuan
BAPETEN

9. Dalam hal pemegang PB
UMKU Penyimpanan Mineral
Ikutan Radioaktif akan
membuat pembuangan
perrnanen, pemegang PB
UMKU Penyimpanan mineral
ikutan radioaktif wajib
memiliki PB Penyimpanan
Mineral Ikutan Radioaktif

SK No 148453 C


